PEMERINTAN KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 &= (0295) - 691326 ; 692172
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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG
NOMOR : §ai.1 /1933 /2013

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM PAMOTAN

KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KaBUPA TEN REMBANG

Menimbang © a bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada

. masyarakat untuk iku; mewujudkan tujuan Pendidikan

Nasional, maka perlu  mendapatkan fasilitasi yang
. Memadai atas peran serta masyarakat;

b. bahwa Yayasan Muhammaciyah Cabang Pamotan
Kabupaten Rembang adalah  sebagai lemb:aga

pendidikan vang berusaha untuk ikut berperan dalam
memajukan  pendicikan

khususnya di Kabupater
Rembang, perlu diberi kesempatan untuk
menyelenggarakan

pendidikan pada jenjang pendidikan

dasar;

¢. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu memberikan
liin Pendirian Seko!ah Desar Islam Pamotan Kabupaten

Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan. :

i ; - or 13 Tahun 1950 tentang
Hengingst a " ggr('jnab[:a?ﬂﬁ:ggng Dr;:gh-daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; |
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertang
Pemerirtahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang
Pendidikan Dasar;

Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasiorial Pendidikan:
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

n Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
> g:;?ltggian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kzbupaten/Kota; il
Keputusan Menteri ~ Pendidixan Nasional ~Nomor
060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang.

=

Proposal Pengajuan ljin Pendirian dari Pengurus Yayasan
Muhammadiyah Cabang Pamotan Kabupaten Rembang
dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten
Rembang tangga!l 28 November 2012.

MEMUTUSKAN:

Pemberian ljin Pendirian SD Islam Pamotan Kabupaten
Rembang.

Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum KESATU,
telah dimulai *pada tahun pezlajaran 2010/2011 dan
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

sg:ga_la biaya yang tirnbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah.

Kepulusan ini mulai berlaku pada tangoal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

pada tangqal 21 Januari 2013
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KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBSLIK INDONESIA

REPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN THAK ASASE MANUSIA REPUBEIK INDONLESIA

AN AR GRERRRERS AR

NOMOR AlU-88.AILOL.07. Tahun 2000
TENTANG

' RUBATIAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIY AL Ié
/
MENTERT TIUKUM DAN T1AK ASASI MANUSIA REFURLIK INDONISIA, g
V
A
Menmbaca * Surat permohonan darj Saudara DR, { Haedar Nashir, M.Si seluku Ketua z
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomar 285/1.0/£72010 tanggal 19 Juni 2010 7

perihal permohonan persetjuan perubahan angaaran dasar, 7

/
Mengingat  : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staaisblad 1870 Nomor 64, sebagaimana g
terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan- ?

perkumpulan Berbadan Hukum, Pusal 1653 sampai dengan Pasal 1665 7z

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan f

yang mengalur perkumpulan, 7
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2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor K1 tanggal 22 Agustus 1914, g
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MEMUTUSKAN A

Menetapkan g
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PERTAMA Menyetujui Perubahan Anggaran Dasur Persyarikatan M UHAMMADIYAL ?
yang bergerak dalam bidang da'wal, dun sosial Kemasyurakatan, pendidikan, g

dan keschataa, Z

NPWP. 01.478.787.3-541.000 g
/ berkedudukan — di Yogyakarta, sebapmmana perubshan anggaran dasamy 1 ?
% , e 7
Y lermuat pada lampiran keputusan dan menyatikan perubahan ini berlaky padi Z
7 ! ; P 7
? hari pengumumanaya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. ?
Z 4
? KEDUA Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia inj g
g disampaikan kepada yang bersangkutan uriuk diketahui dan dilaksanakan /
? sebagaimana mestinya. / Z
7 /
? Ditetapkan di Jakarta 7
2 Puda tanggal 23 Juni 2010 g
5 7
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DEPARTEMEN FEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRAS] HUKUM UMUM
JEHR Rasuna Said Kav. 6.9 Kuningan Jakarta Selutan

Telp. (021) 5202387 . Hunting

MNomor

Penhal

Perihal torsebul pada pokok sura?,

C2-HT.01.03.Al1¢5

Lampiran

- Status Badan Hukum
Perkumpulan Muhammadiyah,

Jakarta, 29 JAN AW
Kapada Yih

Sde, Prof O, H L A Syafin Maar!
Ketua Pimpinan Muhammadiyah
JI'Monteng Raya 62,

Jokarta 10340,

Membalas surat Saudara Nomor  627/1.0/112003, langgal 19

. tanggal 20 Januari 2004,
dengnn ini komi boritahukan hal-hol

sebagai borikut

1. Perkumpulan Muhammadiyan,

anggaran - disarnya  telah disahkan
dongan Kapulusan Gubernur dondoral Nomor 61,

langgal 22 Agustus

1914 bordusarkan Staatsblad 1870 Nomor 84 lentung Perkumpulan-

perkurapulan Berbadan Hukum:

untuk jangka wakiu tertentu,

2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsbicd tersebut, yang didirikan
yanhg statutanya atau reglomontnya

disetujul, Juga setelah habls Wakiu yang ditontukan dalam reglement Itu,

tanpa porsotujuan lobih lanjut.
Sepanjang perbuatan-perbuatan

aipandang sebagai badan hukuni, bila
dan ungkah laku anggota-anggotanya

atau pongurusnya menunjukkan hahwa porkumpulan itu, selalah wakty

yang ditentukan, totap ada

3. Perkumpulsn Muhamnmdiyn_h d63uei dengan
menurut pengamatan kami, sampai saat |

kegiatan sebagai Perkumpulan;

Oemiklan untuk diketahu!
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<. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Urdang-undang Nomor 8 Tahun 1985

tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikaitkan pula dengan uraian pada
point 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telah
memperolel pengesahan status baden hukum dari Gubernur Jonderal
(sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), tetap diakui
ckaistensinya sebagai badan hukum dan haorus menyesuaikan diri
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut,

tarat Saudara  dan

ni, masih malakukan kegiatan-

IN MANAN SINAGA, SH MH
NIP : 040C39¢81

- Y
Muhammadiyah sebaga Bagan Hukum [ )]
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